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TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENETAPAN
DASAR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB) DALAM JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN KLATEN

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena bahwa pelaksanaan penetapan harga jual
beli tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan BPHTB terjadi penyalahgunaan
wewenang oleh aparat perpajakan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan.
Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui pelaksanaan penetapan dasar
pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dalam jual beli
tanah dan bangunan di Kabupaten Klaten serta untuk mengetahui hambatan pokok
dalam pelaksanaan penetapan sebagai dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan (BPHTB) dalam jual beli tanah dan bangunan di Kabupaten Klaten.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, pendekatan yuridis
digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait,
dan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai
perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini
adalah dalam pelaksanaan penetapan harga jual beli tanah dan bangunan sebagai
dasar pengenaan BPHTB di Kab. Klaten yang seharusnya dilaksanakan dengan self
assessment menjadi official assessment, sehingga aparat telah melakukan
penyalahgunaan wewenang. Kelemahan-kelemahannya adalah aparat perpajakan
melakukan validasi sebagai kegiatan penelitian material dan mengabaikan
pelaksanaan hukum acara penagihan pajak yang dapat membuka potensi terjadinya
korupsi.

Kata kunci: validasi, BPHTB, jual beli

Abstract
This research is motivated by the phenomenon that the implementation of the
determination of the sale and purchase price of land and buildings as the basis for
the imposition of BPHTB occurs abuse of authority by the tax authorities which
results in injustice. The purpose of this study is to determine the implementation of
the basic determination of the imposition of duties on the acquisition of land and
building rights (BPHTB) in the sale and purchase of land and buildings in Klaten
Regency and to find out the main obstacles in the implementation of the
determination as the basis for imposing duties on the acquisition of rights to land
and buildings (BPHTB). in the sale and purchase of land and buildings in Klaten
Regency. The approach method in this research is empirical juridical, juridical
approach is used to analyze various related laws and regulations, and empirical
approach is used to analyze law which is seen as patterned community behavior in
people's lives. The results of this study are in the implementation of determining the
sale and purchase price of land and buildings as the basis for the imposition of
BPHTB in Kab. Klaten, which should have been carried out with self-assessment,
became an official assessment, so that the apparatus had abused their authority. The
weaknesses are that the tax authorities carry out validation as a material research



activity and ignore the implementation of the tax collection procedural law which
can open up the potential for corruption.

Keywords: validation, BPHTB, sale and purchase

1. PENDAHULUAN
Terdapat pergeseran kekuasaan dari yang awalnya sentralistik menjadi desentralistik
inilah perubahan yang begitu signifikan serta kompleks dalam perkembangan
hukum di Indonesia, yang menjadikan tenggelamnya supremasi hukum karena
kekuasaan, yang dapat memunculkan ketidakberpihakkan kepada rakyat atas
kebijakan yang berlaku.

Salah satu pergeseran kekuasaan yang diakibatkan oleh perubahan hukum
adalah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan
ketentuan undang-undang tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah
dilakukan dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah.

Salah satu masalah yang harus dihadapi dikarenakan dibentuknya
desentralisasi yaitu besarnya pengeluaran operasional. Maka dari itu pemerintah
menjadikan pajak untuk mebiayai pengeluaran operasional tersebut. Maka sudah
barang tentu pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih besar dalam
perpajakan, agar akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah mendapatkan
peningkatan.

Pada awalnya terdapat di pajak pusat yaitu diantaranya bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan dikenal sebagai BPHTB serta pajak bumi dan bangunan
atau PBB. Namun dikarenakan terdapat peraturan perundang-undangan yaitu
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka kewengan kedua pajak tersebut dilimpahkan untuk daerah kabupaten atau
kota. Hal ini dimaksudkan untuk penyesuaian kebijakan otonomi daerah,
dikarenakan hal tersebut perlunya dilakukan perluasan kewenangan perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pasal 5 ayat (2), jenis pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan jenis pajak yang

dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak. Pasal 5 ayat (4),



dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah. Pasal
49 huruf a, saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada tanggal dibuat dan
ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) untuk jual beli. Adapun
yang merupakan kewajiban wajib pajak yaitu melakukan pembayaran secara
mandiri atau self assessment ke kas daerah dibuktikan dengan adanya surat setoran
pajak daerah bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB), yang
dibuktikan bahwa benar wajib pajak telah membayar pajak BPHTB. Pemberitahuan
untuk membayar pajak tersebut diuraikan melalui surat pemberitahuan pajak daerah
(SPTPD).

Dalam kenyataannya tetap saja ada wajib pajak yang tidak jujur, oleh karena
itu diperlukan adanya:

a. Validasi / penelitian yang dilakukan oleh aparatur perpajakan (fiscus) terhadap
kesesuaian dari surat setoran pajak daerah (SSPD) yang bersangkutan;
b. Pemeriksaan yang dilakukan oleh aparatur perpajakan (fiscus) terhadap
kebenaran dari surat setoran pajak daerah (SSPD) yang bersangkutan.
Keberadaan dari nilai jual objek pajak atau sering dikenal sebagai NJOP
merupakan persamaan dari nilai yang berada di pasaran atau nilai jual yang dirasa
sesuai, penetapannya dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencari nilai rata-
rata dari nilai jual tanah yang diperjualbelikan.

Awal munculnya permasalahan adalah ketika calon pembeli tanah dan
bangunan mengajukan permohonan validasi (permohonan penelitian formal) atas
SSPD-BPHTB ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD). Sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal, dari ketentuan-
ketentuan perihal validasi atas SSPD-BPHTB, yang dimaksud dengan validasi
adalah kegiatan mencocokkan atau verifikasi data, atau penelitian formal terhadap
SSPD-BPHTB, dokumen pendukung, dan data penerimaan kas daerah, dan untuk
penetapan nilai perolehan dalam jual beli tanah dan bangunan sebagai dasar
pengenaan BPHTB yakni perbandingan yang tertinggi antara harga transaksi dan
NJOP-PBB.

Dalam praktek pengesahan SSPD-BPHTB, fiskus melakukan pengesahan sebagai

bahan penelitian atau pemeriksaan untuk memperoleh bahan dalam penetapan Surat



Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dari kegiatan validasi inilah terjadi perbedaan persepsi
penetapan nilai perolehan dalam jual beli tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan
BPHTB.

Untuk mendapatkan persetujuan dari DPPKAD, maka calon pembeli tanah harus
menerima ketetapan nilai perolehan / harga transaksi yang diputuskan oleh DPPKAD,
sehingga seolah-olah sistem pemungutan pajak sudah bergeser menjadi sistem official
assessment, karena yang menentukan besarnya nilai perolehan / harga transaksi sebagai
dasar pengenaan pajak adalah aparat perpajakan dan mengabaikan adanya mekanisme
hukum acara apabila ada kekurangan bayar, tagihan, keberatan, banding, gugatan terhadap
pajak BPHTB.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, atau disebut juga
metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengacu pada wawancara
dan pengambilan contoh nyata sebagai data empiris (Soemitro, 1998). Metode
pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, pendekatan yuridis
digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait,
dan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai
perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat (Sunggono, 2003).
Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai law in action, dideskripsikan
sebagai gejala sosial yang empiris, yakni sebagai sistem ajaran tentang kenyataan
dan perilaku yang teratur (Soekanto dan Purbacaraka, 1979). Metode penelitian hukum
sosiologis (yuridis sosiologis) dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh
keterangan dan penjelasan tentang hal-hal yang berkenaan dengan berbagai faktor
yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan penetapan nilai perolehan dalam

jual beli tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan BPHTB di Kabupaten Klaten.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Penetapan Nilai Perolehan Dalam Jual Beli Tanah dan
Bangunan sebagai Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Klaten

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perihal



pajak pembelian tanah (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) ditentukan

sebagai berikut:

a.

Pasal 44 ayat (1), objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 44 ayat (2) huruf a butir 1, perolehan hak atas tanah dan bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (termasuk) pemindahan hak
karena jual beli.

Pasal 46 ayat (1), dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
adalah nilai perolehan objek pajak.

Pasal 46 ayat (2) huruf a, nilai perolehan objek pajak dalam hal jual beli adalah
harga transaksi.

Pasal 46 ayat (3), jika nilai perolehan objek pajak lebih rendah daripada NJOP
yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun
terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP pajak bumi
dan bangunan.

Pasal 46 ayat (5), besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak
ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
untuk setiap wajib pajak.

Pasal 46 ayat (8), nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Pasal 47 ayat (1), tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan
paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Pasal 47 ayat (2), tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Pasal 48 ayat (1), besaran pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam pasal 47 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 46 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak
kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (5).

Pasal 49 huruf a, saat terutangnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan ditetapkan untuk jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan

ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli (PPJB).

5



Adapun tata cara pemungutan pajak daerah (bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan) diatur sebagai berikut:

1) Pasal 4 ayat (2) huruf b, pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten
meliputi (termasuk) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

2) Pasal 5ayat (2), jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)
huruf b (yakni BPHTB) merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan
perhitungan sendiri oleh wajib pajak.

3) Pasal 5 ayat (4), dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan
jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) / yakni BPHTB, antara
lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD).

Sebagaimana sistem perpajakan yang dianut dalam pajak BPHTB yang

bersistem self assessment, pajak yang terutang tersebut harus segera dibayar tanpa

menunggu surat ketetapan pajak daerah (SKPD). Setiap wajib pajak wajib

membayar pajak yang terutang, cara membayar pajak dengan menggunakan surat

pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) untuk melaporkan penghitungan dan

pembayaran, dalam hal untuk membayar pajak BPHTB adalah surat setoran pajak

daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB), yang

merupakan bukti pembayaran / penyetoran pajak ke kas daerah melalui tempat

pembayaran yang ditunjuk.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 (selanjutnya disebut Perda No. 9 Th.

2010) dalam pasal 1 mengatur perihal definisi (pengertian) hal-hal sebagai berikut:

a.

angka 5, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disebut
pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

angka 6, perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan
bangunan oleh orang pribadi atau badan.

angka 10, nilai jual objek pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara
wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai

perolehan baru, atau NJOP pengganti.



Menurut pasal 2 Perda No. 9 Th. 2010 mengatur objek BPHTB yakni sebagai

berikut, ayat (1), dengan nama bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipungut

pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ayat (2), objek pajak adalah

perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ayat (3), perolehan hak atas tanah dan

bangunan meliputi (termasuk) karena pemindahan hak karena jual beli.

Menurut pasal 3 Perda No. 9 Th. 2010 mengatur subjek BPHTB, ayat (1)

subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan

bangunan. Ayat (2), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh

hak atas tanah dan bangunan.

Menurut pasal 4 Perda No. 9 Th. 2010 mengatur dasar pengenaan pajak, nilai

perolehan objek pajak, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai berikut:

a.
b.

Ayat (1), dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak.

Ayat (2), nilai perolehan objek pajak dalam hal jual beli adalah harga
transaksi. Menurut penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan harga
transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang
bersangkutan.

Ayat (3), jika nilai perolehan objek pajak lebih rendah daripada NJOP yang
digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya
perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP pajak bumi dan
bangunan. Penjelasan pasal ini, contoh, wajib pajak “A” membeli tanah dan
bangunan dengan nilai perolehan objek pajak (harga transaksi) Rp.
30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Nilai jual objek pajak pajak bumi dan
bangunan tersebut yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan
bangunan adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), maka
yang dipakai sebagai dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan adalah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan bukan Rp.
30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Ayat (4), dalam hal NJOP pajak bumi dan bangunan belum ditetapkan pada
saat terutangnya BPHTB, NJOP pajak bumi dan bangunan dapat didasarkan
pada surat keterangan NJOP pajak bumi dan bangunan.

Ayat (5), surat keterangan NJOP pajak bumi dan bangunan adalah bersifat

sementara.



f. Ayat (6), surat keterangan NJOP pajak bumi dan bangunan dapat diperoleh di
instansi yang berwenang di Kabupaten Klaten.

g. Ayat (7), besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan
sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
Menurut pasal 5 Perda No. 9 Th. 2010 tarif pajak ditetapkan sebesar 5%

(lima persen). Pasal 6 Perda No. 9 Th. 2010 mengatur mengenai besaran pajak
terutang sebagai berikut:

a. Ayat (1), besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi nilai
perolehan objek pajak tidak kena pajak.

b. Ayat (2), dalam hal nilai perolehan objek pajak lebih rendah daripada NJOP
yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun
terjadinya perolehan hak, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif dengan NJOP pajak bumi dan bangunan setelah
dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak.

Pasal 8 mengatur perihal saat terutangnya pajak, sebagai berikut, ayat (1),
saat terutangnya pajak ditetapkan untuk jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta. Ayat (2), pajak yang terutang harus dilunasi pada saat
terjadinya perolehan hak. Pasal 9 mengatur kewajiban PPAT / Notaris dalam
kaitannya dengan pembuatan akta pengalihan hak atas tanah, yakni ayat (1), Pejabat
Pembuat Akta Tanah / Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak
atas tanah dan bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak
berupa surat setoran pajak daerah (SSPD).

Pasal 12 mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penyampaian surat
setoran pajak daerah (SSPD) sebagai berikut, ayat (1), wajib pajak wajib membayar
pajak BPHTB yang terutang dengan menggunakan SSPD. Ayat (2), SSPD
disampaikan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk
melakukan penelitian. Ayat (3), bentuk, isi, dan tata cara penyampaian SSPD diatur
lebih lanjut dengan peraturan bupati. Penjelasan pasal 12, penelitian sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk, antara lain, memastikan bahwa

pajak telah dibayar / disetor ke kas daerah, dasar pengenaan yang digunakan sudah



benar, pajak bumi dan bangunan atas objek pajak sudah lunas atau tidak ada
tunggakan.

Pasal 13 mengatur mengenai ketentuan pemenuhan pembayaran pajak
sebagai berikut:

a. Ayat (1), pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau
lunas.

b. Ayat (2), pembayaran pajak yang terutang dilakukan di kas daerah atau
tempat lain yang ditunjuk oleh bupati.

c. Ayat (3), ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara
pembayaran dan penyampaian SSPD serta penelitian SSPD ditetapkan
dengan peraturan bupati.

Pasal 14 mengatur kewenangan bupati apabila wajib pajak belum / tidak
memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan, sebagai berikut:

a. Ayat (1), dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,
bupati dapat menerbitkan:

1) SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

2) SKPDKBT apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang
setelah diterbitkannya SKPDKB.

b. Ayat (2), jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

c. Ayat (3), jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Pasal 15 mengatur kewenangan bupati untuk melakukan penagihan pajak
apabila wajib pajak belum melunasi kewajiban pajaknya sungguhpun telah
diterbitkan SKPDKB dan SKPDKBT, sebagai berikut:
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a. Avyat (1), bupati dapat menerbitkan STPD apabila:

1) Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

2) Dari hasil pemeriksaan SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai

akibat salah tulis atau salah hitung.

3) Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

b. Ayat (2), jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah
dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

c. Ayat (3), ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara
penyampaian STPD ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 16 mengatur perihal kewajiban wajib pajak untuk segera melunasi
pajak yang masih terutang, sebagai berikut:

a. Ayat (1), SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang menyebabkan jumlah pajak
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

b. Ayat (2), ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak
ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 17 mengatur perihal penagihan pajak dengan surat paksa apabila wajib
pajak belum juga melunasi pajaknya setelah dilakukan penagihan, sebagai berikut,
ayat (1), pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang tidak
atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat
paksa. Ayat (2), penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19 mengatur perihal hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan atas
ditagihnya pajak yang masih terutang, sebagai berikut ayat (1), wajib pajak dapat
mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu
SKPDKB, SKPDKBT. Ayat (2), keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan
wajib pajak disertai alasan-alasan yang jelas. Ayat (3), keberatan harus diajukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan SKPDKB,
SKPDKBT. Ayat (4), wajib pajak yang mengajukan keberatan wajib melunasi pajak
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yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak
dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
Ayat (5), keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai surat
keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. Ayat (6), tanda penerimaan surat
keberatan yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk menjadi tanda bukti
penerimaan surat keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak.

Pasal 20 mengatur kewajiban bupati untuk memberikan keputusan atas
permohonan keberatan dari wajib pajak, sebagai berikut, Ayat (1), bupati dalam
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima,
harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Ayat (2), sebelum surat
keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau
penjelasan tertulis. Ayat (3), keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
Ayat (4), apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 21 mengatur mengenai hak wajib pajak untuk mengajukan banding
atas keputusan keberatan kepada Pengadilan Pajak, sebagai berikut, ayat (1), wajib
pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh bupati. Ayat (2),
permohonan banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan
alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan
yang dibanding dan dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut. Ayat (3),
pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 23 mengatur hak wajib pajak untuk mengajukan gugatan terhadap
pelaksanaan penagihan pajak kepada Pengadilan Pajak sebagai berikut, ayat (1),
gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
Ayat (2), jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan
pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal penagihan. Ayat (6), terhadap 1

(satu) pelaksanaan penagihan diajukan 1 (satu) surat gugatan.
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Pasal 29 mengatur perihal kedaluwarsa penagihan atas utang pajak, sebagai
berikut, ayat (1), hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak. Ayat
(2), kedaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila diterbitkan surat teguran atau
surat paksa, atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun
tidak langsung. Ayat (3), dalam hal diterbitkan surat teguran atau surat paksa
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran atau surat
paksa tersebut. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk
menegur kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat paksa adalah
surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Perda No. 9 Th. 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
selanjutnya dilaksanakan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2010
tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (selanjutnya disebut Perbup No. 49 Th. 2010). Perbup No. 49 Th. 2010
dalam pasal 1 mengatur perihal definisi (pengertian) hal-hal sebagai berikut:

a. Angka 7, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya
disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah
dan bangunan.

b. Angka 8, perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan
bangunan oleh orang pribadi atau badan.

c. Angka 16, dokumen terkait perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah
dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas
kepemilikan tanah dan bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat
perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang
memiliki kekuatan hukum.

d. Angka 17, surat setoran pajak daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya
disingkat SSPD-BPHTB, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas daerah
atau tempat lain yang ditetapkan oleh bupati dan sekaligus untuk melaporkan

data perolehan hak atas tanah dan bangunan.
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e. Angka 18, akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan adalah dokumen

legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan bangunan dari satu pihak ke
pihak lain.
Pasal 2 Perbup No. 49 Th. 2010 perihal sistem dan prosedur pemungutan

BPHTB, di antaranya mengatur prosedur pembayaran BPHTB, prosedur penelitian
surat setoran pajak daerah BPHTB (SSPD-BPHTB), prosedur pelaporan BPHTB,
prosedur penagihan BPHTB, sebagai berikut:

a. Avyat (4), prosedur pembayaran BPHTB adalah prosedur pembayaran pajak

terutang yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan SSPD-
BPHTB.

Ayat (5), prosedur penelitian surat setoran pajak daerah BPHTB adalah
prosedur verifikasi yang dilakukan DPPKAD atas kebenaran dan
kelengkapan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukungnya.

Ayat (7), prosedur pelaporan BPHTB adalah prosedur pelaporan realisasi
penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.

Ayat (8), prosedur penerimaan surat tagihan BPHTB, SKPD kurang bayar,
SKPD kurang bayar tambahan, surat tagihan, dan surat teguran yang
dilakukan oleh DPPKAD.

Pasal 3 mengatur pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan BPHTB

yang dilakukan oleh DPPKAD yakni membentuk fungsi pelayanan, fungsi data dan

informasi, fungsi pembukuan dan pelaporan, sebagai berikut:

a.

Ayat (2), fungsi pelayanan bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak
dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam penelitian SSPD.
Ayat (3), fungsi data dan informasi bertugas untuk mengelola database
terkait objek pajak.

Pasal 5 ayat (1) mengatur tata cara penghitungan dan pengisian SSPD-

BPHTB yang disiapkan PPAT, sebagai berikut, wajib pajak menghitung dan mengisi
SSPD- BPHTB yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 6 mengatur tata cara melakukan pembayaran BPHTB terutang, sebagai

berikut:

a.

Ayat (1), wajib pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan
menggunakan SPPD-BPHTB.
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b. Ayat (2), pembayaran dilakukan oleh wajib pajak melalui bank atau tempat
lain yang ditunjuk atau bendahara penerimaan pada DPPKAD.

c. Ayat (3), tata cara pembayaran oleh wajib pajak adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati
ini. Menurut lampiran Il perihal tata cara pembayaran BPHTB, sebagai
berikut:

1) Wajib pajak selaku penerima hak, membayar BPHTB terutang dengan
menggunakan formulir SSPD-BPHTB, yang terdiri atas 6 (enam)
lembar yaitu lembar 1 untuk wajib pajak, lembar 2 untuk PPAT (sebagai
arsip), lembar 3 untuk Kantor Pertanahan (sebagai lampiran
permohonan pendaftaran), lembar 4 untuk DPPKAD Fungsi Pelayanan
(sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD-BPHTB), lembar 5
untuk bank yang ditunjuk (sebagai arsip), lembar 6 untuk bank yang
ditunjuk (sebagai laporan kepada DPPKAD Fungsi Pembukuan dan
Pelaporan).

2) Isi SSPD-BPHTB antara lain memuat nama dan alamat wajib pajak,
keterangan objek pajak dan perhitungan NJOP-PBB, penghitungan
BPHTB terutang, jumlah dan tempat pembayaran.

Pasal 7 mengatur perihal penelitian atas SSPD-BPHTB yang telah dibayar,

sebagai berikut:

a. Avyat (1), setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan.

b. Ayat (2), penelitian meliputi kebenaran informasi yang tercantum dalam
SSPD-BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukung SSPD-BPHTB.

c. Ayat (4), tata cara penelitian SSPD-BPHTB adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Il yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
Lampiran 111 perihal tata cara penelitian SSPD-BPHTB, sebagai berikut:
Tata cara penelitian SSPD-BPHTB merupakan proses verifikasi

kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam
SSPD-BPHTB yang dilakukan oleh Fungsi Pelayanan pada DPPKAD. Penelitian
dilakukan setelah wajib pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan
menggunakan SSPD-BPHTB melalui bank yang ditunjuk. Wajib pajak mengajukan
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permohonan penelitian kepada Fungsi Pelayanan pada DPPKAD atas SSPD-
BPHTB yang telah dibayar.

Wajib pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang

dibutuhkan untuk penelitian SSPD-BPHTB, yang terdiri atas:

T &

a2 o

o Q oo

SSPD-BPHTB disertai bukti penerimaan daerah;

Fotokopi sertipikat tanah yang diajukan peralihan haknya;

Fotokopi akta jual beli;

Fotokopi identitas wajib pajak (kartu tanda penduduk);

Fotokopi kartu keluarga;

Surat kuasa dan fotokopi identitas penerima kuasa (dalam hal dikuasakan);
Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT PBB) tahun terakhir;
Fotokopi surat tanda terima setoran (STTS PBB) tahun terakhir.

Fungsi Pelayanan memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak yang

tercantum dalam SSPD-BPHTB. Fungsi Pelayanan berwenang dan bertugas untuk:

a.
b.

Meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan Informasi;
Memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak
yang tercantum dalam SSPD-BPHTB,;

Menandatangani SSPD-BPHTB yang telah diverifikasi.

Fungsi Pelayanan pada DPPKAD menerima formulir permohonan penelitian

SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari wajib pajak, selanjutnya memeriksa

kebenaran data yang tercantum dalam SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung

berdasarkan data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data dan Informasi. Setelah

semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD-BPHTB dan kelengkapan

dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan:

a.
b.

C.

Menandatangani SSPD-BPHTB (lembar 1, 2, 3, dan 4);

Mengarsip SSPD-BPHTB (lembar 4) sebagai dokumentasi;

Menyerahkan SSPD-BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) kepada wajib pajak.

Pasal 11 mengatur perihal penagihan BPHTB terutang yang belum / kurang

dibayar, sebagai berikut:

a.

Ayat (1), prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang
yang belum dibayar oleh wajib pajak.
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b. Ayat (2), prosedur penagihan dilaksanakan melalui penetapan surat tagihan
pajak daerah (STPD) dan / atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar
(SKPDKB) dan / atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan
(SKPDKBT).

c. Ayat (3), STPD dan / atau SKPD dapat diikuti dengan surat teguran dan /
atau surat paksa jika diperlukan.

Lampiran VI perihal tata cara penagihan BPHTB, sebagai berikut:

a. Penetapan STPD, yakni Fungsi Penagihan pada DPPKAD memeriksa setiap
SSPD-BPHTB terutang yang kurang dibayar, kemudian menerbitkan daftar
SSPD-BPHTB yang kurang dibayar. Fungsi Penagihan menerbitkan STPD
dicetak rangkap 2 dan mengirimkan STPD (lembar 1) kepada wajib pajak.

b. Penetapan SKPDKB / SKPDKBT, yakni Fungsi Penagihan pada DPPKAD
memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB
apabila ternyata kurang bayar, maka akan menerbitkan daftar SSPD-BPHTB
kurang bayar. Fungsi Penagihan pada DPPKAD juga memeriksa setiap
SKPDKB apabila ternyata masih kurang bayar, maka akan menerbitkan
daftar SKPDKB yang masih kurang dibayar. Berdasarkan daftar yang telah
dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD Kurang Bayar (rangkap 2)
atau SKPD Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2) dan mengirimkan SKPD
Kurang Bayar (lembar 1) atau SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 1)
kepada wajib pajak.

c. Penerbitan Surat Teguran, yakni Fungsi Penagihan pada DPPKAD
menghubungi kepada wajib pajak agar melunasi BPHTB yang masih
terutang. Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo wajib pajak tidak
juga membayar, maka akan diterbitkan surat teguran dan mengirimkan
kepada wajib pajak. Setelah proses penerbitan surat teguran dan wajib pajak
tidak juga melunasi BPHTB terutang, maka bupati akan menerbitkan surat
paksa atas surat teguran yang telah jatuh tempo, surat penyitaan atas surat
paksa yang telah jatuh tempo.

Ketentuan BPHTB dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, adalah

sebagai berikut:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pasal 1 angka 36, NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi
jual beli yang terjadi secara wajar.

Pasal 46 ayat (1), ayat (2) huruf a, dasar pengenaan pajak adalah NPOP,
NPOP dalam hal jual beli adalah harga transaksi.

Pasal 46 ayat (3), jika NPOP lebih rendah daripada NJOP, dasar pengenaan
yang dipakai adalah NJOP.

Pasal 46 ayat (5), ayat (8), besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah
sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), NPOPTKP ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Pasal 47 ayat (1), ayat (2), tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 5%
(lima persen), tarif pajak ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 48 ayat (1), besaran pokok BPHTB = tarif X [NPOP — NPOPTKP].
Ketentuan BPHTB dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, adalah

sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Pasal 1 angka 10, NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi
jual beli yang terjadi secara wajar.

Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dasar pengenaan pajak adalah NPOP, NPOP dalam
hal jual beli adalah harga transaksi.

Pasal 4 ayat (3), jika NPOP lebih rendah daripada NJOP, dasar pengenaan
yang dipakai adalah NJOP.

Pasal 4 ayat (7), besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah).

Pasal 5, tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 6 ayat (1), besaran pokok BPHTB = tarif X [NPOP — NPOPTKP].
Pasal 6 ayat (2), besaran pokok BPHTB = tarif X [NJOP — NPOPTKP].
Ketentuan pembayaran BPHTB dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun

2010, adalah sebagai berikut:
1) Pasal 2 ayat (4), pembayaran BPHTB adalah pembayaran yang dilakukan

oleh wajib pajak dengan menggunakan SSPD-BPHTB.

2) Pasal 6 ayat (1), wajib pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang

dengan menggunakan SPPD-BPHTB.
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3)

Pasal 6 ayat (2), pembayaran dilakukan oleh wajib pajak melalui bank atau
tempat lain yang ditunjuk atau bendahara penerimaan pada DPPKAD.
Ketentuan penelitian terhadap BPHTB dalam Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Pasal 12 ayat (1), wajib pajak membayar BPHTB dengan menggunakan
SSPD.

Pasal 12 ayat (2), SSPD disampaikan kepada bupati atau pejabat yang
ditunjuk sebagai bahan untuk melakukan penelitian.

Penjelasan pasal 12, penelitian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini
dimaksudkan untuk, antara lain, memastikan bahwa pajak telah dibayar /
disetor ke kas daerah, dasar pengenaan yang digunakan sudah benar, pajak
bumi dan bangunan atas objek pajak sudah lunas atau tidak ada tunggakan.

Ketentuan penelitian terhadap BPHTB dalam Peraturan Bupati Nomor 49

Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Pasal 2 ayat (5), penelitian SSPD-BPHTB adalah prosedur verifikasi yang

dilakukan DPPKAD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD-BPHTB dan

dokumen pendukungnya.

Pasal 7 ayat (1), setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi

Pelayanan.

Pasal 7 ayat (2), penelitian meliputi kebenaran informasi yang tercantum

dalam SSPD-BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukung SSPD-

BPHTB.

Pasal 7 ayat (4), tata cara penelitian SSPD-BPHTB adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran 111 yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati

ini.

Lampiran 111 perihal tata cara penelitian SSPD-BPHTB, sebagai berikut:

(1) Tata cara penelitian SSPD-BPHTB merupakan proses verifikasi
kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang
tercantum dalam SSPD-BPHTB yang dilakukan oleh Fungsi Pelayanan
pada DPPKAD.

(2) Wajib pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang
dibutuhkan untuk penelitian SSPD-BPHTB, yang terdiri atas:

18



a) SSPD-BPHTB disertai bukti penerimaan daerah;

b) Fotokopi sertipikat tanah yang diajukan peralihan haknya;

c) Fotokopi akta jual beli;

d) Fotokopi identitas wajib pajak (kartu tanda penduduk);

e) Fotokopi kartu keluarga;

f) Surat kuasa dan fotokopi identitas penerima kuasa (dalam hal
dikuasakan);

g) Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT PBB) tahun
terakhir;

h) Fotokopi surat tanda terima setoran (STTS PBB) tahun terakhir.

(3) (3) Fungsi Pelayanan berwenang dan bertugas untuk memeriksa
kebenaran data yang tercantum dalam SSPD-BPHTB dan dokumen
pendukung, setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam
SSPD-BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka
Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD-BPHTB.

3.2 Hambatan Pokok dalam Pelaksanaan Penetapan Dasar Pengenaan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Jual Beli Tanah
dan Bangunan di Kabupaten Klaten

Dalam praktek validasi atas SSPD-BPHTB, aparat perpajakan melakukan validasi

sebagai penelitian material atau pemeriksaan sebagaimana untuk mendapatkan

bahan-bahan dalam menetapkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD). Dari kegiatan
validasi inilah selalu terjadi perbedaan persepsi penetapan nilai perolehan dalam jual
beli tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan BPHTB.

Perbedaan persepsi antara pembeli tanah dan bangunan di satu pihak dengan

DPPKAD di lain pihak, adalah sebagai berikut:

a. Menurut DPPKAD bahwa pembeli ketika menyatakan besarnya harga transaksi
yang dibuktikan dengan kuitansi jual beli ditengarai menyembunyikan harga
transaksi yang sebenarnya, dengan cara menyatakan harga yang lebih rendah
daripada harga yang sebenarnya. Ironisnya DPPKAD tidak mengakui kebenaran
besarnya nilai pada NJOP yang tertera di dalam SPPT-PBB yang dibuat oleh
DPPKAD sendiri (yang ditetapkan dengan keputusan bupati);
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b. Pembeli tanah dan bangunan berpegang pada ketentuan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 bahwa NJOP yang ditetapkan oleh bupati dapat dijadikan
pedoman bagi masyarakat, karena merupakan nilai jual (harga) yang ditetapkan
oleh pemerintah dan merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang sah.

Pembeli tanah sungguhpun menyatakan harga transaksi sudah jauh di atas
NJOP, akan tetapi DPPKAD selalu menolak harga transaksi yang dinyatakan oleh
pembeli. Penolakan terhadap pernyataan pembeli tersebut tanpa didasarkan pada
adanya alat bukti oleh DPPKAD, (dan justru bertentangan dengan asas pembuktian)
bahwa DPPKAD yang minta untuk dibuktikan dengan alat bukti yang mustahil bisa
dipenuhi oleh pembeli yakni fotokopi akta jual beli dari PPAT, karena pasti akta jual
beli tersebut belum dapat dibuat di hadapan PPAT.

Hambatan pokok dalam pelaksanaan penetapan dasar pengenaan bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dalam jual beli tanah dan
bangunan di Kabupaten Klaten adalah pembeli harus menerima ketetapan nilai
perolehan / harga transaksi yang diputuskan oleh DPPKAD, sehingga sistem
pemungutan pajak BPHTB sudah bergeser dari sistem self assessment menjadi
sistem official assessment, karena yang menentukan besarnya nilai perolehan / harga
transaksi sebagai dasar pengenaan pajak adalah aparat perpajakan dan aparat
perpajakan mengabaikan adanya mekanisme hukum acara apabila ada kekurangan
bayar, tagihan, keberatan, banding, gugatan terhadap pajak BPHTB.

Untuk mengatasi hambatan pokok tersebut, maka pembeli harus menerima
ketetapan nilai perolehan / harga transaksi yang diputuskan olen DPPKAD secara
sepihak. Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pembeli menerima keterapan
harga transaksi yang ditetapkan oleh DPPKAD secara sepihak tersebut, adalah:

a. Pembeli dengan terpaksa harus menerima ketetapan harga transaksi (sebagai
dasar pengenaan pajak tersebut) karena tidak ada pilihan lain untuk
mendapatkan salah satu syarat untuk pengalihan hak (balik nama) karena jual
beli, yakni pembayaran BPHTB yang divalidasi oleh DPPKAD;

b. Pembeli dengan terpaksa harus menerima ketetapan harga transaksi (sebagai
dasar pengenaan pajak tersebut) karena untuk dapat segera memproses balik

nama, sebab pembeli sudah melunasi harga jual beli kepada penjual,;
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c. Pembeli dengan terpaksa harus menerima ketetapan harga transaksi (sebagai

dasar pengenaan pajak tersebut) karena seandainya pembeli menggugat ke

Pengadilan Tata Usaha Negara selain waktunya yang panjang juga

ongkosnya akan lebih besar.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

a. Pelaksanaan penetapan dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan (BPHTB) dalam jual beli tanah dan bangunan di Kabupaten Klaten

adalah:

1)

2)

Menurut pasal 46 ayat (1), pasal 46 ayat (2) huruf a Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 juncto pasal 4 ayat (1), pasal 4 ayat (2) Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2010 dasar pengenaan BPHTB adalah nilai
perolehan, dalam hal jual beli adalah harga transaksi. Menurut penjelasan
pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 yang dimaksud
dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati
oleh pihak-pihak yang bersangkutan (penjual dan pembeli).

Menurut pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juncto
pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 jika nilai
perolehan lebih rendah daripada NJOP, dasar pengenaan yang dipakai
adalah nilai jual objek pajak (NJOP). Pelaksanaan penetapan dasar
pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dalam
jual beli tanah dan bangunan di Kabupaten Klaten adalah DPPKAD
sebagai aparat perpajakan (fiscus) dalam menetapkan dasar pengenaan
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tidak mendasarkan
pada berlakunya pasal 46 ayat (1), pasal 46 ayat (2) huruf a Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 juncto pasal 4 ayat (1), pasal 4 ayat (2)
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 (dalam hal nilai perolehan / harga
transaksi lebih tinggi daripada NJOP) dan berlakunya pasal 46 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juncto pasal 4 ayat (3) Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2010 (dalam hal nilai perolehan / harga transaksi

lebih rendah daripada NJOP). DPPKAD sebagai aparat perpajakan
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(fiscus) dalam menetapkan dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan (BPHTB) adalah menetapkan sendiri secara sepihak
besarnya nilai perolehan / harga transaksi.

b. Hambatan pokok dalam pelaksanaan penetapan dasar pengenaan bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dalam jual beli tanah dan
bangunan di Kabupaten Klaten adalah besarnya nilai perolehan / harga
transaksi ditetapkan secara sepihak oleh DPPKAD, sehingga sistem
pemungutan pajak BPHTB yang bersistem self assessment (pasal 5 ayat 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022) dilaksanakan sebagaimana sistem
official assessment, karena yang menetapkan besarnya nilai perolehan /
harga transaksi sebagai dasar pengenaan pajak adalah aparat perpajakan.
DPPKAD sebagai aparat perpajakan (fiscus) dalam melakukan penelitian
menurut pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 juncto
pasal 2 ayat (5), pasal 7 ayat (1), pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 49
Tahun 2010, yakni memverifikasi atas kebenaran data dan kelengkapan
dokumen pendukung SSPD-BPHTB, yaitu untuk memastikan bahwa pajak
telah dibayar ke kas daerah, dasar pengenaan yang digunakan sudah benar,
PBB atas objek pajak sudah lunas atau tidak ada tunggakan, akan tetapi
dalam pelaksanaannya penelitian dilaksanakan sebagaimana prosedur
pemeriksaan dalam rangka untuk menetapkan surat ketetapan pajak daerah
(SKPD). Solusi pokok dalam pelaksanaan penetapan dasar pengenaan bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dalam jual beli tanah dan
bangunan di Kabupaten Klaten adalah pembeli dengan terpaksa harus
menerima ketetapan nilai perolehan atau harga transaksi yang ditetapkan
olen DPPKAD secara sepihak, karena hanya dengan jalan ini pembeli dapat
dengan segera membayar pajak BPHTB dan memperoleh validasinya dari
DPPKAD, yang merupakan syarat mutlak untuk melangsungkan jual beli
tanah dan bangunan di hadapan PPAT.

4.2 Saran
DPPKAD sebagai aparat perpajakan dalam menetapkan dasar pengenaan bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dalam jual beli tanah dan

bangunan harus berpedoman pada hukum yang berlaku, yakni:
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a. Berlakunya pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa
sistem pemungutan pajak BPHTB adalah bersistem self assessment;

b. Berlakunya pasal 46 ayat (1), pasal 46 ayat (2) huruf a Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 juncto pasal 4 ayat (1), pasal 4 ayat (2) Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2010 yakni dasar pengenaan BPHTB adalah nilai
perolehan / harga transaksi atau berlakunya pasal 46 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 juncto pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2010 yakni jika nilai perolehan lebih rendah daripada NJOP,
dasar pengenaan yang dipakai adalah nilai jual objek pajak (NJOP);

c. Berlakunya pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 juncto
pasal 2 ayat (5), pasal 7 ayat (1), pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 49
Tahun 2010, yakni penelitian adalah prosedur verifikasi atas kebenaran data
dan kelengkapan dokumen pendukung SSPD-BPHTB;

d. Berlakunya pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 29 Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2010 juncto pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun
2010 yang merupakan hukum acara penagihan pajak yakni berdasarkan hasil
pemeriksaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kepala daerah (bupati) dapat
menagih pajak yang tidak / kurang dibayar oleh wajib pajak.
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